
BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR 6g TAHUN 2ol7

TEN?ANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BURU

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4
Peraturan Pernerintah Nomor 1g rahun 2a1,6 tentang
Perangkat Daerah, yang mengatur kedudukann
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja
perangkat daerah, perlu membentuk Susunan
Organisasi dan Tata Kerja, Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Buru;

b- bahwa berdasarkan pertirmbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan

Bupati tentang Pembentukan sr.ls:r-lnan organisasi dan
Tata Kerja Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buru;

1- undang-undang Nomor 46 Tah,n Lggg tentang
Pernbentukan propinsi Maluku utara, Kabupaten
Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
{kmbaran Negara Repubrik Indonesia Nomor LZ4

Tahun 1999, Tar,r,rbahan Lembaran Negara Reptrbtrik
Indonesia Nomor 3sgs) sebagainoana telah diuhah
dengan undang-undarag Nomor 6 Tahun 2ooo tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46
Tahun 19qg tentang pernbentukan propinsi Malukm

Mengingat



Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOO Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 396U;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan

Lernbaran Negara Reprrblik Indonesia Nonror aa3$;
3. Undang-Undang Nor,nor \2 Tahun 2Al1- tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 6, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nonnor 5a9a);

5. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSSZ)

sebagaima:ra telah diubah kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 2g

Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor tlal;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun

2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Buru (Lernbaran Daerah

Kabupaten Buru Tahun 2Ot6 Nomor 17);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPA?EN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud d.engan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru
2' Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangnn Daerah otonom;Bupati adalah
Bupati Buru;

3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
5. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Keperasi dan

Usaha Kecil Menegah Kabupaten Buru;
7- Kepala Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas

Keperasi dan Usaha Kecil Menegah Kabupaten Buru;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas

untuk melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu.

9. Kelompok jabatan pelaksana adalah sekelompok Aparatus Sipil Negara
yang bertanggung jawab rnelaksanakan kegiatan pelayanan prrblic serta
adrninistrasi pernerintahan dan pembangunan

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Keja
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buru.



BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI,

USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BURU

Pasal 3

Kedudukan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buru adalah unsur
pendukung dan pelaksana tugas Bupati, dipimpin oleh seorang kelapa yang
berkedudukan dibawah dan petanggungiawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B
terdiri atas 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) sekretariat;

(2t Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua)
Sub bagian;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri atas paling banyak
2 (dua) Seksi;

(41 susunan organisasi Dinas Keperasi, usaha Kecil dan Menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari;
a" Kepala Dinas;

b. Sekretariat Dinas Membawahkan;

1. Sub Bagran Keuangan dan penSrusunan program; dan
2. Sub Bagian Tata Usaha;

c- Bidang Kelembagaan dan pengawasan membawahkan;
1. Seksi Kelembagaan dan perizinan;

2. Seksi Keanggotaan dan penerapan peraturan; dan
3. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.

d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi membawahkan;
1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;

2. Seksi Peningkatan Kualitas Sdm Koperasi; dan

3. seksi Pengembangar, penguatan dan perlindungan usaha
Koperasi

e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikromembawahkan;
1. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;

2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
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BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pasal 5

(1) Kepala Dinas Keperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan kewenangan desenteralisasi tugas di

bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

g Uraian tugas dimaksud pada ayat {1) sebagai berikut :

a. Menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi

dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten /kota. dalam

1 (satu) daerah provinsi;

b. Menetapkan trrenerbitan izin pembr-rkaan kantor cabang, cabang

pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk

koperasidengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten / kota

dalam 1 (satu) daerah provinsi;

c. Menetapkan hasil per,neriksaan dan pengawasan koperasi yang

wilayah keanggotaarl&ya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1

(satu) daerah provinsi;

d. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi

simpanpinjarn/unit simpan pinjarn koperasi yang

wilayahkeanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1

(satu) daerah provinsi;

e. Mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi

koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalarn l(satu)

daerah provinsi;

f. Mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi

yangkeanggotaannya linta.s daerah kabupatenlkota dalam I (satu)

daerah provinsi;

g. Mengoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan

melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan

kelembagaan dan koordinasi dengan pffia pemangku kepentingan.

h. Mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi

peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha rnenengah;

i. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional; dan

j. Menetapkanpelaksanakan administrasi umum, perencanaan

program dan anggaran, ketatausahaan.



Sekretaris Dinas

Pasal 6

(U Sekretaris Dinas mempunyai tugas Men5rusun rencana kegiatan,

melaksanakan dan mengkoodinasikan, mengendalikan kegiatan

administrasi urrlltm, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan

penyusunan program.

(21 Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan administrasi llmum, kepegawaian, keuangan

dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran petraksanaan

tugas dan fungsi dinas;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan per5rusunan program dan

kegiatan di lingkungan dinas;

c. Pemrosesan administrasi perizinanfrekornendasi;

d. Pelaksanaan koordinasi perencarlaan program, anggararl dan

laporan dinas;

e. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan

satuan kerja perangkat daerah terkait;

f. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasarna yang baik dan

saling mendukung;

g. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahr-rn; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 7

(U Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan

menyelenggarakan Lrrusan administrasi lrmllm, perlengkapan dan

kepegawaian.

{2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. men)rusun rencana Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan rencana

kerja dinas;

b. melaksanakan pelayanan adrninistrasi umum, unrsan dalam,

urusan surat-men5rurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

c. menlrusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang

perlengkapan;

d. rnenyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan

inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;



e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasarna yang baik dan

saling mendukung;

f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas pokok dan fungsinya;

h. Memberikan penilaian terhadap stafnya dalarn rangka pearbuatan

SKP setiap akhir tahun; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

{1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mentpunyai

tugas melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi pengelolaan

keuangan dan melakukan koordinasi penJrusunan rencana

program/kegiatan serta melaksanakan dan menyelenggarakan

administrasi perencanaan.

{21 Uraian tugas dimaksud pada ayat {1) terdiri dari :

a. Menyusun rencana kegiatan dan program sub bagian keuangan

dan Pen5rus:unan Prograrn;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi keuangan dan

menyiapkan bahan laporan pelaksanaan anggaran secara berkala;

c. Melakukan verifikasi penggunaan anggaran;

d. Menghimpun daftar transaksi, dokumen keuangan, jurnal serta

melakukan pemeriksaan atas kelengkapannya;

e. Mengkoordinasikan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan dan

perencanaan;

g. Mennbina dan mernotivasi bawahan dalam upaya peningkatan

produktifitas kerja dan pengembangan karier;

h. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pen5rusunan laporan evaluasi,

berkala dan tahunan sub bagian;

i. Mengkoordinir per{rusunan rencana kegiatan dan program kerja

serta penganggaran lingkup Dinas Koperasi dan UKM;

j. Mengkoordinasikan pen5rusunan statistik/informasi;

k. Menyusun DPA/DPPA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
7



l. Mengkoordinasikan penJrusunan RENSTRA, RENJA, LAKIP dan

LPPD;

m. Mernberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan

SKP setiap akhir tahun; dan

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Pasal 9

(U Kepala Bidang Kelernbagaan dan Pengawasan rnemptrnyai tugas

sebagai berikut.

(21 Uraian tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;

b. Memverifikasi data dan jurnlah koperasi simpan pinjamlunit

simpan pinjam yang akurat;

c. Mengoordinasikan dan memverifikasi dokurnen izin usaha simpan

pinjam untuk koperasi;

d. Mengoordinasikan dan rnemverifikasi dokurnen izir: pernbukaan

kantor cabang, kantor cabang pernbantu dan kantor kas;

e. Mengoordinasikan pernbentukan koperasi, perubahan anggaran

dasar koperasi dan pembubaran koperasi;

f. Mengoordinasikan birnbingan dan peny,uluhan dalam pembuatan

laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;

g. Mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang

wilayah keanggotaannya lintas daerahkabupaten/kota dalam I
(satu) daerah provinsi;

h. Mengoordinasikan pengawasarl dan pemeriksaan koperasi simpan

pinjam/unit sirnpan pidam koperasi yang wilayah keanggotaannya

lintas daerah kabupaten/kota" dalam 1 (satu) daerah provinsi;

i. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi

simpan piqiam/unit sirnpan pinjam;

j. Mengoordinasikan upaya penciptaan iklirn usaha simpan pinjam

yang sehat melalui penilaian koperasi;

k. Mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi sirnpan

pinjam/unit simpan pinjam;

1. Mengoordinasikan penerapan peraturan perr.lndang-undangan dan

sanksi bagi koperasi; dan



m. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evah-rasi danpelaporan

pelaksanaan pernberdayaan koperasi.

Pasal 1O

(1) Kepala Seksi Kelembagaan dan Peirzinan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perencanaan perumus€u:r kebijakan

teknis, sarpra.s, fasilitasi kerjasama dan permodalan.

t2) T\.rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Menganalisis doktrmen pernohonan izin usaha simpan pinjam;

b. menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang

pembantu dan kantor kas;

c. Menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan

anggaran dasar koPerasi;

d. Menganalisa berkas pembuberan koperasi;

e. Merencanakan birnbingan dan penyuluhan dalam pembuatan

laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;

f. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan

g. Menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan

pinjam/unit simpan pinjam yang akurat.

Pasal L1

(l) Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas

sebagai berikut.

t2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;

b. Menganalisis peneraparl sanksi bagi koperasi; dan

c. Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis

anggota koPerasi.

d. Mendistribusikan tugas kepada staf dan memberi petunjuk I arahan

untuk kelancaran PelaksanaannYa;

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun

sewaktu-waktu kePada atasan;

f. Memberikan penilaian terhadap staf dalarn rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Pasal 12

(1) Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan

mempunyai tugas sebagai berikut.

Al Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri dari :

a. Merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui

penilaian kesehatan koperasi;

b. Menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan

pinjam/unit sirnpan pinjarn;

c. Menlrusun data kesehatan koperasi sirnpan pidamlunit simpan

pinjam;

d. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan

usaha koperasi; dalr

e. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi sirnpan

prnjam/unit simpan ptnjam.

Bidang Pernberdayaan dan Pengernbangan Koperasi

Pasal 13

(1) Kepala Bidang Pernberdayaan dan Pengernbangan Koperasi mempunyai

tugas Sebagai berikut.

(21 Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;

a. Mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

b. Mengoordfueir perluasan akses pernbiayaan/permodalan bagi

koperasi;

c" Mempror,nosikalr akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan

luar negeri;

d. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis

anggota koperasi;

e. Mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha

lainnya;

f. Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagt

perangkat organisasi koperasi; dan

g. Mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi.

h. Melakukan Pernbinaan, pengawasan dan penilaian kinerja

bawahan serta memberikan sangsi sesuai ketentuan peraturan

yang berlaku;
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i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala fi,Iaupun

sewaktu-waktu kepada atasan;

j. Mernberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

(U Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas sebagai

berikut

(21 Uraian tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

b. Membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha

Iainnya; dan

c. Mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di dalarn dan

luar negeri.

d. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis

anggota koperasi;

e. Memprornosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalarn dan

luar negeri;

f. Mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha

lainnya;

g. Melaporkan hasil petraksanaan tu.gas secara berkatra maupurl

sewaktu-waktu kepada atasan ;

h. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

(1) Kepala Seksi Pengembangar], Penguatan dan Perlindungan Koperasi

mernpunyai fiigas.

(21 Uraian tugas sebagair,nana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;

a. Mengembangkan trrerluasan akses pembiayaan/perrnodalan bagr

koperasi; dan

b. Merencanakan pelaksanaan perlindu.ngan koperasi.

c. Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagl

perangkat organisasi koperasi; dan

d. Mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi.

t\,



e. Menyusun rencana prograrn seksi usaha koperasi sesuai dengan

rencana kerja dinas;

f. Melaksanakan pen5rusunan program kegiatan usaha koperasi;

g. Melakukan Pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja

bawahan serta mernberikan sangsi sesuai ketentuan peraturan

yang berlaku;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun

sewaktu-waktu kepada atasan;

i. Memberikan penilaian terhadap staf dalarn rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

(U Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas.

tzl Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri dari ;

a. Merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi

perangkat organisasi koperasi; dan

b. Men5rusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi

perangkat organisasi koperasi.

c. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi

koperasi; dan

d. I\derencanakan pelaksanaan prlindungan koperasi.

e. Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagr

perangkat organisasi koperasi; dan

f. Men5rusa.ln rencana progr€rm seksi peningkatan kualitas SDM

Koperasi sesuai dengan rencana kerja dinas;

g. Melakukan Pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja

bawahan serta memberikan sangsi sesuai ketentuan peraturan

yang berlaku;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan ttrgas secara berkala maupun

sewakhr-wakhr kepada atasan;

i. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun; dan

j. Melaksanakan tugas lain yaag diberikan oleh atasan.
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Bidang Pennberdayaan Usaha Mikro

Pasal 17

(1) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas sebagai

berikut

t2l Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri dari;

a. Mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;

b. Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam

dan luar negeri;

c. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pernberdayaan usaha mikro;

d. Mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);

e. Mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi

peningkatan skala usaha kecil rnenjadi usaha menengah; dan

f. Mengoordinasikan pengermbangan kewirausahaan.

g. Melaksanakan manajemen pembinaan usaha mikro kecil dan

menengah dengan cara mengkoordinir semua permasalahan serta

pernbinaan dilakukan sesuai skala prioritas;

h. Melaksanakan bimbingan teknis dan operasional pelaksanaan

kegiatan bidang usaha mikro kecil dan menengah sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku ;

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan neonitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan pemberdayaan bidang usaha mikro kecil

dan menengah;

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun

sewaktu-waktu kepada atasan;

k. Mernberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pelnbtratan SKP

setiap akhir tahun; dan

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

(1) Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas

mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan

kegiatan dibidang Seksi UMKM.

t2l Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Men;rusun rencana seksi Seksi UMKM sesuai dengan rencana kerja

dinas;

t3



b. Melaksanakan pen1rusunan program kegiatan Peningkatan Kualitas

Seksi UMKM;

c. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Peningkatan kualitas

seksi UMKM;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun

sewaktu-waktu kep.ada atasan;

e. Memberikan penilaian terhadap staf dalarn rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

(1) Kepala Seksi PengembarLgarL, Penguatan dan Perlindungan Usaha

Mikro mefilpunyai tugas.

(21 Uraian tugas sehagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;

b. Merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi

peningkatan skala usaha kecil rnenjadi usaha rnenengah; dan

c. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala mau.pun

sewaktu-waktu kepada atasan;

e. Mernberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 2O

{1} Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas"

{2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Mengembangkan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;

b. Merencanakan pengembangan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

c. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun

sewaktu-waktu kepada atasan;

e. Mernberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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BAB V

TATA KERJA

Pasal 2 1

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah w4jib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

secara vertikal dan horizontal, baik didalarn lingkungan rnasing-masing

maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah

serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal22

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan

Kepala Seksi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaktr.

Pasal 23

Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin dan

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Sekretaris Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk

serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk menyampaikan

laporan pelaksanaan tugasnya.

Kepala Bidang wajib mengikuti dan mernatuhi petunjuk-petunjuk serta

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk menyampaikan laporan

pelaksanaan tugasnya.

Kepala Sub bagian wqiib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petuqiuk

serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas untuk

menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugas tepat

waktunya.

Kepala Seksi wqiib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang untuk menyampaikan

laporan tentang hasil pelaksanaan tugas tepat waktunya.

(u

(21

(3)

(4)

(s)
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(1)

l2l

(3)

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN

DAN ESELON

Pasal 24

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunan kepegawaian

diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 25

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah

mengikuti seleksi Pejabat tinggl pratama sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku.

Sekretaris Dinas diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi

syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang*Undangan yang berlaku.

Kepala Bidang di angkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi

syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kepala Sub bagian dan Kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati atas Lrsul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Perundang-

Undangan yang berlaku.

Pasal 26

(U Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b.

(21 Sekretaris Dinas mempakan Jabatan Struktural Eselon III.a

t3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Stmkhrral Eselon III.b
(41 Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural

Eselon IV.a.

BAB WI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasatr 27

Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Buru sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

16



Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buru

Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buru, di cabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah

Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea

pada tanggal 11 November 2Ol7

u,h

UMASUGI

Diundangkan di Namlea

pada tanggal 11 November 2OL7
I

i sgKneTARIS DAERAH KABUPATEN BURU,,T

u\1 Paraf Koordinasi

Kabag Organisasi f'
Kabag Hukum AASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2OI7 NOMOR 6,

t7
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